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Revenge Porn atau Pornografi Balas Dendam merupakan sebuah bentuk 

pemaksaan atau ancaman yang terjadi khususnya pada kaum perempuan dengan 

tujuan untuk menyebarkan konten pornografi yang berupa video atau foto. Para 

pelaku dari Pornografi balas dendam biasanya salah seorang teman dekat dari 

korban yang biasanya pacar, mantan pacar atau seseorang yang tidak dapat 

teridentifikasikan. Akibat dari perbuatan tersebut tentu saja akan memberikan 

dampak buruk kepada korban seperti kerugian immateriil berupa tekanan mental 

atau psikologis hingga pengucilan pada lingkungan masyarakat. Penegakkan 

hukum menjadi hal yang penting untung melindungi korban dari ancaman 

Pornografi balas dendam. KUHP sebagai peraturan yang mendasari mengenai 

proses berjalannya perhatian harus memperhatikan setiap hak dari korban. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan cara 

meneliti seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait. Data yang digunakan 

dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan seperti peraturan, 

jurnal yang dikaji berdasarkan pendapat para ahli. 

Kata Kunci: Korban, Perlindungan Hukum, Pornografi Balas Dendam. 
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